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TAHAPAN PENGEMBANGAN KLA 
 

Untuk mengefektifkan segala upaya untuk mewujudkan KLA, maka 
pendekatan KLA yang dilakukan di atas perlu memperhatikan konsep dan 
tahapan pengembangan KLA sebagaimana telah diamanatkan dalam 
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan 
Kabupaten/Kota Layak Anak. 
 
Konsep KLA tersebut menjadi dasar bagi pengembangan KLA yang 
bertujuan untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang 
mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, 
program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di 
kabupaten/kota. 
 
Tahapan pengembangan KLA tersebut meliputi: 
a.  persiapan;  
b.  perencanaan;  
c.  pelaksanaan; 
d.  pemantauan; 
e.   evaluasi; dan   
f.  pelaporan. 
 
Hal penting yang harus diperhatikan adalah bahwa dalam setiap tahapan 
kegiatan tersebut wajib mempertimbangkan pandangan anak yang 
diperoleh melalui konsultasi anak. Konsultasi anak tersebut dapat 
dilakukan misalnya melalui pertemuan konsultatif, menjaring pendapat 
anak dan penyediaan prosedur yang memungkinkan suara anak benar-
benar diperhatikan. 
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Penerapan Hak Partisipasi Anak 
 
Untuk memastikan terpenuhinya hak anak untuk didengarkan secara 
penuh, maka dalam setiap tahapan pengembangan KLA, masing-masing 
harus dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 
 
1.  Persiapan 
 Pemangku kepentingan memastikan bahwa anak telah diinformasikan 

mengenai haknya bersuara. Anak juga diberitahukan mengenai haknya 
untuk terlibat langsung atau melalui perwakilan, dan diingatkan 
mengenai konsekuensi dari pilihan yang diambilnya. Selain itu 
pemangku kepentingan harus menyiapkan anak sebelum dilakukannya 
konsultasi, mengenai bagaimana, lokasi, dan waktu konsultasi 
dijalankan, para peserta yang akan hadir, untuk memperoleh 
konfirmasi dari anak. 

2.  Konsultasi 
 Kondisi dan situasi pertemuan harus memungkinkan dan mendorong 

anak untuk yakin bahwa orang dewasa yang hadir benar-benar 
mendengarkan dan memperhatikan dengan serius apa yang anak 
hendak utarakan. Mekanisme konsultasi diarahkan kepada 
perbincangan dan bukan seperti sidang tanya jawab. Dapat diarahkan 
agar pembicaraan dilakukan tanpa kehadiran pihak-pihak lain yang 
akan mengganggu proses pembicaraan yang memenuhi kepercayaan 
anak. 

3. Penilaian terhadap bobot 
 Pandangan anak kemudian diberi bobot pertimbangan, dengan 

pendekatan yang seksama berdasarkan rasionalitas pembicaraan, 
kebebasan berbicara dan penghargaan terhadap kepentingan, 
kebutuhan dan keinginan anak. 

 
4.  Umpan balik 
 Harus dipastikan bahwa anak mendapatkan tanggapan mengenai 

seberapa jauh pandangannya diterima. Umpan balik dimaksudkan 
untuk memberikan jaminan bahwa konsultasi anak yang dilakukan 
bukan sekedar bersifat formalitas, melainkan dipertimbangkan dengan 
sungguh-sungguh. Tanggapan ini juga memberikan kesempatan 
kepada anak untuk keberatan, menyetujui atau mengajukan usulan 
lain. 
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5. Penyediaan prosedur pengaduan dan penyelesaian 
 Untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran hak partisipasi anak, 

maka anak harus diberikan saluran pengaduan, termasuk kepada 
ombudsman dan lembaga lainnya. Anak juga harus diberikan informasi 
mengenai siapa dan lembaga pengaduan yang ada dan bagaimana cara 
menghubunginya. Hal ini termasuk juga kemungkinan proses pidana 
terhadap para pihak yang menyalahgunakan konsultasi sehingga 
menyebabkan anak tersebut rentan terhadap resiko kekerasan atau 
diskriminasi lainnya. 

 
Tahapan Pengembangan KLA 
 
1. Persiapan, terdiri dari:  

 
a. Komitmen 

 
Komitmen adalah dukungan dari para pengambil keputusan di 
kabupaten/kota untuk menjadikan kabupaten/kotanya menjadi 
KLA. Komitmen tersebut dapat tertuang antara lain dalam:  
1) Peraturan Daerah;  
2) Peraturan Bupati/Walikota;  
3) Keputusan Bupati/Walikota; 
4) Instruksi Bupati/Walikota; dan 
5) Surat Edaran Bupati/Walikota.  
 
Komitmen tersebut sangat penting dituangkan dalam bentuk tertulis 
untuk menjaga agar pengembangan KLA bukan dilakukan hanya 
karena desakan atau keperluan sesaat saja. Semakin tinggi 
hirarkinya, kekuatan hukumnya juga semakin kuat sehingga 
menjamin kesinambungan dari pelaksanaan pengembangan KLA di 
kabupaten/kota bersangkutan. 

 
b. Pembentukan Gugus Tugas KLA 
 

Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan 
wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi 
anak, perguruan tinggi, organisasi nonpemerintah, lembaga swadaya 
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masyarakat, dunia usaha, orang tua dan yang terpenting harus 
melibatkan anak (Forum Anak).  
 
Pimpinan Gugus Tugas KLA diketuai oleh Ketua Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk menjalankan koordinasi 
dalam perencanaan pengembangan KLA. 

 
Gugus Tugas KLA bertanggung jawab mengawali dan mengawal 
pengembangan KLA di kabupaten/kota masing-masing.  
 
Tugas pokok Gugus Tugas KLA adalah: 
 
1) mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA; 
2) menyusun RAD-KLA;  
3) melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi 

pengembangan  KLA; 
4) melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, 

program dan kegiatan dalam RAD-KLA;  
5) melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan 

kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA; dan  
6) membuat laporan kepada Bupati/Walikota. 
 
Dalam melaksanakan tugas, anggota Gugus Tugas KLA 
menyelenggarakan fungsi: 
1) pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, 

program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;  
 

2) melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan 
RAD-KLA;  

3) membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan 
pelaksana pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan 
kelurahan/desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan 
KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa; 

4) mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga 
profesional untuk mewujudkan KLA. 
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